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PROVINSI JAWA TENGAH 

 PERATURAN BUPATI KENDAL 

 NOMOR 13 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 
2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  

BERBASIS DUSUN DI KABUPATEN KENDAL 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang  :  a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kendal sesuai Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 

21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada 

Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan 

Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di 

Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan 

kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada 

Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

SALINAN 
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Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 

menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 
7. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6623); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor 

1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2007 Nomor Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 
Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 31); 

11. Peraturan Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  8  Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 219); 

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan 

Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis 
Dusun di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada 
Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan    :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 
KEPADA PEMERINTAH DESA BERBASIS DUSUN DI 

KABUPATEN KENDAL. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 

21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada 
Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 21) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan 

Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2021 Nomor 39) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan Dan  Aset Daerah  yang 

selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.   

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal. 

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 

selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
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hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya 

kemakmuran masyarakat Desa. 

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang 

sesuai dengan  esensi  masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa. 

13. Bantuan Keuangan Khusus berbasis Dusun yang 

selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk kegiatan 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

berbasis Dusun di Kabupaten Kendal. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan 

uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 

seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada 

Bank yang ditetapkan. 

18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang 

merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan 

Desa. 

19. Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya di 

singkat TPP P3MD adalah sumber daya manusia yang 

memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang 

pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi. 

20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya 

disingkat KPMD adalah unsur masyarakat Desa yang 

dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh kepala Desa untuk 



6 
 

jdih.kendalkab.go.id 

menumbuhkan dan mengembangkan serta 

menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong 

royong. 
 

2. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

(1) Dana BKK dapat digunakan untuk biaya operasional 

dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 3 % (tiga 

persen) dari pagu anggaran kegiatan. 

(2) Pelaksanaan BKK diatur sebagai berikut :  

a. Penyaluran bantuan keuangan disalurkan langsung 

100 % (seratus persen) paling cepat Bulan Juli 

tahun berjalan oleh BPKAD melalui Rekening Kas 

Umum Daerah ke Rekening Desa dan dilaksanakan 

setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa. 

b. Dana BKK digunakan sesuai dengan usulan yang 

telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan 

sesuai peraturan perundang-undangan tentang 

pengelolaan keuangan desa dan pengadaan 

barang/jasa di Desa menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Desa penerima bantuan. 

(3) Pelaksanan kegiatan BKK yang dialokasikan dalam 

APBDesa diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. 

(4) Dalam hal BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 

anggaran berjalan, maka bantuan keuangan tersebut 

menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 

tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk 

mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 
 

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 18 

(1) Pemberian BKK dilakukan berdasarkan permohonan 

penyaluran dari kepala Desa kepada Bupati C.q Kepala 

BPKAD melalui Camat. 

(2) Camat meneruskan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada BPKAD. 

(3) Permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilampiri persyaratan : 

a. Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran 

BKK; 

b. Peraturan Desa tentang APBDesa; 

c. Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh 

Kepala Desa; 

d. Foto copy Buku Rekening Pemerintah Desa; dan  
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e. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala 

Desa di atas meterai yang cukup. 

(4) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan 

melakukan penelitian kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat 

menerbitkan rekomendasi penyaluran BKK dan 
meneruskan permohonan kepada Bupati melalui 

BPKAD. 

(6) Berdasarkan permohonan penyaluran BKK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi 

Camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala 

BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan. 

 

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

                                       Pasal 21 
 

Kepala Desa penerima BKK menyampaikan laporan 

penggunaan dana kepada Bupati c.q BPKAD selaku PPKD 

melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala 
Dispermasdes. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di Kendal  

pada tanggal 15 Pebruari 2022 
 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 

DICO M GANINDUTO 

Diundangkan di Kendal  

pada tanggal 15 Pebruari 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 13 


